
 

 

WALI KOTA SURAKARTA  

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA 

                                    NOMOR   16  TAHUN    2024             

TENTANG 

STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  

KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2025 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA SURAKARTA, 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan guna mendukung 

kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2025, perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Standar Harga 

Satuan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 

Anggaran 2025; 

 

Mengingat   :   1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
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Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

6.  Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 

2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 

33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

112); 

 MEMUTUSKAN:… 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR HARGA 

SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA 

TAHUN ANGGARAN 2025. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Surakarta. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Surakarta. 

4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Surakarta.  

6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang 

jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang 

jabatan anggota DPRD sesuai peraturan perundang-

undangan. 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 

Surakarta. 

9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Surakarta. 

10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Surakarta. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui 

            bersama… 
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bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada 

Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna 

Barang. 

13. Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 

selanjutnya disingkat Unit Kerja SKPD adalah Bagian 

pada Sekretariat Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas, 

Unit Pelayanan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota 

Surakarta. 

14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam 

melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. 

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PPTK adalah pejabat pada unit Kerja SKPD yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 

program sesuai dengan bidang dan tugasnya. 

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh PA. 

18. Standar Harga Satuan adalah Harga Satuan yang 

ditetapkan oleh Wali Kota sebagai acuan penghitungan 

kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

SKPD. 

19. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan 

pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen 

kegiatan. 

 

             BAB II… 
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         BAB II 

            STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025 

 

            Pasal 2 

(1) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 berfungsi 

sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk 

menyusun anggaran biaya kegiatan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah dalam Rencana Kerja dan Anggaran 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. 

(2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 3 

(1)   Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah harga 

tertinggi sudah termasuk pajak.  

(2)  Apabila harga barang/jasa tidak tercantum dalam 

standar harga satuan, Perangkat Daerah mengusulkan 

harga barang/jasa secara periodik setiap 3 (tiga) bulan 

sekali. 

(3)  Barang yang sudah terdaftar di E-Catalog Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

harganya dapat mengikuti harga sebagaimana tercantum 

di E-Catalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah. 

(4)  Ketentuan pengusulan standar harga satuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut: 

a. mengirimkan usulan dalam bentuk nota dinas 

ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta; 

b. rincian usulan memperhatikan satuan yang ada dalam 

aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik 

Indonesia (SIPD-RI); 

         

   c. kode… 
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c. kode rekening terhadap rincian usulan memperhatikan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. melampirkan paling sedikit 2 (dua) bukti survei harga dan 

ditandatangani/cap toko; dan 

e. melampirkan peraturan perundangan-undangan yang 

menetapkan standar harga satuan yang diusulkan. 

  

     BAB III 

     KETENTUAN PENUTUP 

              

   Pasal 4 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Surakarta. 

 

Ditetapkan di Surakarta 

pada tanggal 19 Januari 2024 

                                                                     WALI KOTA SURAKARTA, 
 

ttd 

                                                                       

GIBRAN RAKABUMING RAKA 

 

Diundangkan di Surakarta 

pada tanggal  19 Januari 2024 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA, 

 

ttd 

 
 

BUDI MURTONO 

 

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR  16 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA, 

 

 

YENI APRILIAWATI 
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